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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses 

Penyederhanaan Struktur Organisasi yang terdapat pada Pemerintah Daerah 

Provinsi. Latar belakang penelitian ini adalah, peneliti menemukan adanya 

beberapa hambatan administrative didalam proses penyederhanaan struktur 

organisasi yang tedapat pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. Selain itu pada 

proses penyederhanaan struktur organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

disesuaikan dengan arahan Presiden untuk melaksanakan pemangkasan pada 

birokrasi dan penyederhanaan struktur organisasi pada lingkup Pemerintah Daerah 

menjadi dua level supaya lebih efektif dan fleksibel. Metode yang digunakan 

didalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Proses dan Teknik 

pengumpulan data didalam penelitan ini dilakukan dengan turun lapang secara 

langsung untuk memperoleh informasi melalui informan dan observasi serta 

melaksanakan wawancara. Sehingga informan yang terdapat didalam penelitian ini 

adalah Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata laksana Politik, Hukum, 

Keamanan, dan Pemerintah Daerah KemenPANRB, Staf Unit Polhukam Pemda 

KemenPANRB, dan Staf Pengolah Data Biro Organisasi Pemprov Jatim. Hasil 

yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh 

KEMENPANRB bersama dengan KEMENDAGRI dalam melaksanakan proses 

penyederhanaan struktur organisasi pada pemerintah daerah telah berhasil 

dilaksanakan sampai kepada dua level, yakni memangkas Eselon III, Eselon IV dan 

dialihkan ke Jabatan fungsional. Namun Ketika diteliti lebih dalam lagi dalam 

proses penyederhanaan struktur organisasi memiliki faktor penghambat yang 

mempengaruhi proses penyederhanaan, Dimana masih banyak misunderstanding 

dari aparatur yang ada, serta waktu yang diberikan dalam proses penyederhanaan 

yang dirasa terlalu singkat. Maka dari itu diharapkan seluruh Pemerintah Daerah 

dapat memaksimalkan proses yang terdapat di dalam penyederhanaan, dan dapat 

membangun komunikasi dan kerja sama antar sesama unit kerja. 

 

Kata Kunci : Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Struktur Organisasi, 

KemenPANRB, Pemerintah Daerah Provinsi 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to see how the process of simplifying the 

organizational structure in the Provincial Government. The background of this 

study is that researchers found several administrative obstacles in the process of 

simplifying the organizational structure within the scope of the Provincial Regional 

Government. In addition, the process of simplifying the organizational structure 

carried out by the Regional Government is adjust to the President’s direction to 

carry out cuts in the bureaucracy and simplify the organizational structure within 

the scope of the Regional Government into two levels to make it more effective and 

flexible. The method used in this research uses qualitative research. The process 

and data collection techniques in this research are carried out by going directly to 

the field to obtain information through informants contained in this study are 

Assistant Deputy for Institutional and Management of Politics, Law, Security, and 

Local Government of KemenPANRB, Staff of The KemenPANRB Regional 

Government Polhukam Unit, and Data Processing Staff of the East Java Provincial 

Organization Bureau. The results obtained from this study indicate that the efforts 

made by KemenPANRB together with Kemendagri in carrying out the process of 

simplifying the organizational structure in local governments have been 

successfully implemented up to two levels, namely cutting echelon III, echelon IV 

and being transferred to functional positions. However, when examined more 

deeply in the process of simplifying the organizational structure, they are inhibiting 

factors that affect the simplification process, where there are still many 

misunderstandings from the existing apparatus, as well as the time given in the 

simplification process which is considered too short. Therefore, it is hoped that all 

Local Governments can maximize the process contained in simplification, and can 

build communication and cooperation between fellow work units.  

 

Keywords: Bureaucratic Simplification, Organizational Structure Simplification, 

KemenPANRB, Provincial Government. 
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